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Evaluasi
Tata Kelola
Keuangan

MEMPAWAH - Wakil Bupati Mempawah, Juli
Suryadi berharap rekomendasi Tim Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar dapat
menjadi pedoman dalam memperbaiki tata kelola
keuangan serta meningkatkan kinerja pemerin-
tahan daerah. Sehingga, pengelolaan keuangan
daerah lebih efektif, transparan, sesuai prinsip good
governance.

Harapan tersebut disampaikan Juli Suryadi saat
menerima Tim BPK RI Perwakilan Kalbar dalam
rangka exit meeting pemeriksaan interim atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ka-
bupaten Mempawah tahun 2024 di ruangkerjanya,
beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Juli Suryadi me-
nyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih
kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat yahg
telah menyelesaikan pemeriksaan dengan mak-
simal:

“Pemerintah Kabupaten Mempawah mengapre-

asiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras
Tim BPK RI yang teladh melaksanakan kinerjanya
dengan baik dan maksimal,” ucap Juli Suryadi.

Juli menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut

akan menjadi bahan evaluasi yang sangat penting
bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pen-
gelolaan keuangan daerah.
.. “Tentunya dari pemeriksaan ini terdapat sejum-
lah catatan dan rekomendasi yang harus segera
diperbaiki serta ditindaklanjuti oleh masing-mas-
ing OPD terkait,” tegas dia: b

Karena itu, dia berharap rekomendasi yang
diberikan tim BPK RI Perwakilan Kalbar dapat
menjadi pedoman dalam memperbaiki tata kelola
keuangan serta meningkatkan kinerja pemerin-
tahan di Kabupaten Mempawah. Dengan demikian,
pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif,
transparan, dan sesuai dengan prinsip good gov-
ernance. v

Pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten
Mempawah tahun 2024 merupakan bagian dari me-
kanisme pengawasan yang dilakukan BPK RI untuk
memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan
sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas keuangan
negara. Pemeriksaan interim dimulai sejak tanggal
18 Februari hingga 14 Maret 2025.(wah)
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